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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bagian dari segi kehidupan yang paling penting dalam sejarah kehidupan umat manusia. Pendidikan yang berawal dari sebuah proses sederhana yakni memahami sebuah pengetahuan, sampai pada sebuah kerangka kerja dalam menciptakan peradaban manusia dan manusia yang beradab. Peradaban dimana pendidikan sebagai kewajiban sekaligus hak manusia yang paling azasi sehingga membentuk bangsa (world nation) yang menghargai pendidikan dengan menciptakan suatu sistem pendidikan (education system).


Saat ini, keberhasilan pendidikan suatu negara menjadi tolak ukur dari kesejahteraan dan kemakmuran dari negara yang bersangkutan. Baik itu dilihat dari segi tingginya tingkat pendidikan rata-rata penduduk maupun dari segi kesempatan dalam memperoleh pendidikan, yang semua segi tersebut diatur dalam sebuah sistem pendidikan yang berkompeten dalam menunjang kemajuan hidup negara dan bangsa yang melahirkan kuantitas besar Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam menghadapi tantangan global saat ini.


Di awal abad ke-21 saat ini telah terjadi perubahan yang sangat fundamental dan ekstensif di lingkungan strategis pendidikan termasuk di Indonesia. Perubahan fundamental itu terutama dilihat dari faktor penentu kemajuan suatu negara. Ketika revolusi industri mulai bergulir di Eropa, maka peranan teknologi menjadi sangat strategis sekali. Negara-negara kaya dan maju keunggulannya terletak pada kapasitas teknologi yang dimilikinya. Tetapi ketika arus globalisasi ekonomi dan revolusi teknologi informasi bergulir demikian cepat di akhir abad ke-20, telah terjadi pergeseran dalam tuntutan dan kebutuhan fundamental bagi suatu negara untuk menjadi negara yang maju dan kuat. Hasil studi yang dilakukan oleh Bank Dunia pada tahun 2000 terdapat 150 negara menunjukan bahwa kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh empat faktor utama yaitu (1) innovation and creativity. 45%, (2) networking 25%, (3) technology: 20%, dan (4) natural resources 10%
. Tiga faktor pertama menempatkan sumber daya manusia sebagai faktor yang sangat strategis sekali. Artinya ke depan tuntutan dan kebutuhan utama adalah mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dalam mengembangkan kreativitas dan inovasi, kemampuan dalam membangun jaringan kerjasama, kreatif dan inovatif mengembangkan dan mendayagunakan teknologi, dan sekaligus kemampuan dalam mengelola dan mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki.

Dalam era globalosasi dimana batas-batas negara tidak menjadi penting lagi bagi bekerjanya sistem jaringan informasi, negara akan menjadi kuat tidak karena sistem pertahanan militer yang dapat dimobilisasikan. Sebaliknya dalam kehidupan global yang semakin menunjukan gejala ke arah borderless world dalam banyak hal yang terkait dengan kehidupan manusia, suatu negara akan kuat manakala mampu merespons secara fungsional fenomena-fenomena yang diantaranya : 1. Perputaran investasi 2. Perkembangan industri 3. Teknologi informatika dan 4. Individu yang konsumtif
. Merespons hal-hal tersebut secara fungsional baru dapat dilakukan jika negara mampu menciptakan unggulan kompetitif (SDM) bagi sebagian besar warga negaranya. Pendidikan, dengan demikian, juga harus mampu membentuk unggulan kompetitif sehingga membentuk masyarakat yang mampu merespon pada fenomena-fenomena tersebut. 


Berbagai inovasi dalam budaya dan kehidupan manusia yang bersifat global memiliki pengaruh terhadap sistem pendidikan nasional suatu negara. Hal ini terjadi karena dalam era global ciri penting kehidupan manusia adalah adanya saling ketergantungan (interdependency) satu sama lain, termasuk warga negara di negara-negara maju sekalipun, dalam arus yang bersifat mikro maupun makro. Oleh karena itu, sistem pendidikan nasional tidak dapat mengabaikan perkembangan berbagi aspek yang sangat cepat dan silih berganti. Dengan demikian, keberhasilan bangsa yang memperolah pendidikan bukan merupakan hasil isolasi dari realita yang ada. Keberhasilan pendidikan juga ditopang oleh interaksi dari sistem kehidupan (international relationship) yang ada.


Dalam persfektif global kehidupan masyarakat, pendidikan nasional harus mampu membangun korelasi untuk mengatasi kesenjangan antara proses, hasil, dan pengalaman pendidikan – di satu pihak- dan tuntutan riil masyarakat di pihak yang lain. Meskipun demikian, kesenjangan itu akan selalu terjadi secara dinamik. Hal ini disebabkan karena perubahan lingkungan internasional yang cepat sebagai karakteristik dari globalisasi. Dalam keadaan seperti ini adaptasi dan adopsi dalam sebuah sistem pendidikan harus disosialisasikan oleh para pelaksananya, termasuk sistem pendidikan nasional di Indonesia.


Untuk menanggapi adanya peluang sekaligus menghadapi tantangan era global, pendidikan di Indonesia memerlukan paradigma baru yang sesuai dengan tuntutan, perubahan dan perkembangan zaman. Paradigma baru pendidikan untuk menghadapi era global sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar, bahwa pokok-pokok yang harus ada dalam pada paradigma baru pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, pendidikan ditujukan untuk membentuk masyarakat Indonesia baru yang demokratis. Kedua, untuk mencapai masyarakat yang demokratis diperlukan pendidikan yang dapat menumbuhkan individu dan masyarakat yang demokratis. Ketiga, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan tingkah laku yang dapat menjawab tantangan internal sekaligus tantangan global. Keempat, pendidikan harus mampu mengarahkan lahirnya suatu bangsa Indonesia yang bersatu serta demokratis. Kelima, di dalam menghadapi kehidupan global yang kompetitif dan inovatif, pendidikan harus mampu mengarahkan kemampuan berkompetisi di dalam rangka kerja sama. Keenam, pendidikan harus mampu mengembangkan kebinekaan menuju pada terciptanya suatu masyarakat Indonesia yang bersatau di atas kekayaan kebinekaan masyarakat. Ketujuh, pendidikan harus mampu mengindonesiakan masyarakat Indonesia sehingga setiap insan Indonesia merasa bangga menjadi insan Indonesia  Untuk mewujudkan ketujuh butir diatas, diperlukan aktualisasi pendidikan nasional yang baru dengan prinsip-prinsip yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan dan perkembangan zaman kontemporer, yaitu partisipasi seluruh komponen bangsa (masyarakat dan pemerintah) yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan pendidikan nasional; demokratisasi pendidikan, sumber daya pendidik yang profesional, dan sumber daya yang memadai
.


Dengan demikian, Sistem pendidikan nasional yang baik adalah sistem yang mampu memahami dan membaca sinyal pergerakan ilmu pengetahuan dan juga sistem yang memberikan keleluasaan terhadap perkembangan intelektualitas dan pola fikir manusia. Kemudian sistem pendidikan dijadikan sebagai wahana tranformasi dan improvisasi/ pembaharuan semua segi-segi keilmuan sehingga adanya tendensi pada proses, minimalnya, penciptaan manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, dan yang lebih jauhnya penciptaan manusia sebagai inovator.

UNESCO pada tahun 1994 menggelar sebuah Konperensi Internasional tentang pendidikan yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Dalam salah satu keputusannya tertuang dalam dokumen UNESCO, Integrated Framework of Action on Education For peace, Human Right and Democracy, Genewa, October 1994, hal 2, dinyatakan:

1. Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan untuk mengakui dan menerima nilai-nilai yang ada dalam kebhinekaan pribadi, jenis kelamin, masyarakat dan budaya serta mengembangkan kemampuan untuk berkomunikasi, berbagi dan bekerjasama dengan yang lain.

2.Pendidikan hendaknya meneguhkan jati diri dan mendorong konvergensi gagasan dan penyelesaian-penyelesaian yang memperkokoh perdamaian, persaudaraan dan solidaritas antara pribadi-pribadi dan masyarakat.

3.Pendidikan hendaknya mengembangkan kemampuan penyelesaian konflik secra damai dan tanpa kekereasan. Oleh karena itu maka pendidikan hendaknya juga meningkatkan pengembangan kedamaian dalam diri dan pikiran peserta didik, sehingga dengan demikian mereka mampu membangun secara lebih kokoh kualitas toleransi, kesabaran, kemauan untuk berbagi dan memelihara.

4.Pendidikan hendaknya menanamkan persaan solidaritas dan kesamaan pada peringkat nasional dan internasional, dalam persfektif pembangunan yang seimbang dan lestari
.

Jadi secara prinsip, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, tidak deskriminatif, berdasarkan hak-hak asasi manusia dan nilai-nilai agama, cultural, dan pluralitas bangsa. Maka pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan sistematik dengan sistem terbuka dan multimakna berdasarkan asas legalitas. Prinsip lainnya yang turut serta dalam penyelenggaraan pendidikan adalah prinsip yang diterapkan oleh Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantara, (1) ing ngarsa sung tuladha, (2) ing madya mangun karsa (3) tut wuri handayani, baik dalam proses belajar mengajar maupun dalam pengelolaannya. 

Menurut Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1, 2, dan 3) adalah sebagai berikut :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahaun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman.

3. Sistem pendidikan nasonal adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu yang meliputi antara lain satu sistem pendidikan, peserta didik, tenaga kependidikan, pengelola pendidikan, kurikuklum, sarana dan prasarana, aturan, dan kebijakan pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional
.


Menurut paparan perundangan-undangan diatas, menandakan telah terdapat sebuah bentuk perubahan paradigma manajemen pendidikan dari pemerintah. Beberapa perubahan itu antara lain : pertama, perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi berorientasi ke pasar. Artinya, selama ini manjemen pemerintahan lebih berorientasi untuk kepentingan dan ditentukan oleh negara. Kepentingan negara menjadi perimbangan pertma dalam mengatasi segala persoalan pendidikan yang timbul. Dan sekarang ini terjadi perubahan, bahwa mekanisme manajemen pemerintahan diarahkan pada mekanisme pasar. Aspirasi masyarakat menjadi pertimbangan pertama dalam segala persoalan pendidikan. Kedua, perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang bersifat otoritarian menjadi lebih ke arah demokratisasi. Ketiga, perubahan paradigama dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan yang lebih berpihak pada ketepatan kebutuhan masyarakat. Keempat, perubahan sistem pemerintahan yang membatasi pada batas-batas dan aturan-aturan yang mengikat suatu negara jelas menjadai tatanan pemerintahan yang cenderung Boundarylees Organization menjadi suatu tata menajemen yang cenderung dipengaruhi oleh tata aturan global. Maka dengan berbagai alasan dasar inilah pemerintah Indonesia bekerja sama dengan badan sukarelawan dari Korea Selatan (Korea Overseas Volunteer) dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia menuju kesataraan kualitas pendidikan di kawasan Asia Pasifik dan dunia secara keseluruhan. 

Terlebih-lebih jika dibandingkan dengan Korea Selatan, Indonesia berada pada urutan ke-12 di bawahnya, walaupun negara itu pada tahun 1953 masih terlibat perang saudara, namun Korea berhasil melakukan pembenahan dengan mengangkat sekor pendidikan sebagai prioritas utama dalam membangun bangsanya.

Negara ini, menurut laporan tahunan OECD (Organization for Economic Coorporation and Development), mengalokasikan 7,1 persen dari gross domestic product untuk pendidikan pada tahun 2000. Angka ini melampaui anggaran yang dialokasikan AS untuk sektor pendidikan yang hanya 7 persen. Dimana menurut Barry McGaw, Direktur Pendidikan OECD, yang dikutip oleh Prof. Suyanto, PhD Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, bahwa ranking dihitung berdasarkan persentase anggaran negara yang disalurkan masing-masing negara untuk sektor pendidikan.

Komitmen Pemerintah Korea terhadap pembangunan pendidikan itu tercermin pada public expenditure. Pada tahun 1959, anggaran untuk pendidikan mencapai 15 persen dari total belanja negara, guna mendukung universal basic education dan terus meningkat secara reguler menjadi 23 persen tahun 1971. Setelah program ini sukses, Pemerintah Korea mulai menurunkan anggaran pendidikan pada kisaran antara 14 sampai 17 persen dari total belanja negara atau sekitar 2,2 sampai 4,4 persen dari GNP. Menyadari bahwa pendidikan dasar merupakan bagian dari public good, tercermin pada social return lebih tinggi dibanding private return, maka Pemerintah Korea mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dasar jauh lebih besar dibanding level menengah dan tinggi.

Selain faktor basis pendidikan yang lebih kuat, kelas menengah ekonomi di Korea juga terbentuk dengan baik dan mapan. Pada dekade antara 1960-an dan 1980-an, kalangan pengusaha Korea telah membangun hubungan dagang dan membuka akses pasar ke negara-negara kawasan seperti Jepang, bahkan telah menyeberang ke Amerika dan Eropa. Korea sukses melakukan inovasi teknologi (otomotif dan elektronik) karena memperoleh transfer teknologi melalui hubungan dagang dengan negara-negara maju tersebut.

Bercermin pada pengalaman Korea, Pemerintah Indonesia harus mengambil langkah-langkah strategis dalam upaya membangun pendidikan nasional. Diantaranya, Investasi di bidang pendidikan secara nyata berhasil mendorong kemajuan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan social dan jalinan kerjasasama pendidikan dengan Korea Selatan.

Untuk itu, investasi di bidang pendidikan harus didukung pembiayaan memadai, terutama yang diperuntukkan bagi penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Mengikuti agenda Millenium Development Goals (MDGs), tahun 2015 Pemerintah Indonesia harus menjamin bahwa seluruh anak usia sekolah dasar akan memperoleh pendidikan dasar. Bersamaan dengan itu, akses ke pendidikan menengah dan pendidikan tinggi juga harus diperluas, guna mendukung upaya menciptakan knowledge society yang menjadi basis akselerasi pembangunan ekonomi di masa depan.

Negara Korea Selatan sebagai negara utama yang berbasis pendidikan di kawasan Asia pasifik mempunyai kebijakan menjalin program kerjasama dengan negara-negara berkembang di seluruh dunia. Program kerjasama tersebut diimplementasikan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Korea, yaitu KOICA (Korea International Coorporation Agency)


Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pengiriman tenaga volunteer (sukarelawan) dari negara republik Korea. Program pengiriman volunteer tersebut sudah berjalan mulai tahun 1990, dengan nama Korea Youth Volunteer (KYV), kemudian pada tahun 1995 program tersebut diubah namanya menjadi Korea Overseas Volunteer (KOV)
.


Dilihat dari sudut kerjasama antara bangsa dan negara, maka kegiatan tersebut merupakan realisasi bentuk komitmen bantuan teknik dari negara Republik Korea kepada Indonesia. Dimana yang menjadi dasar dari kerjasasama tersebut adalah sebagai berikut:

1. Exchange of Note No.: D-0027/92/34 tanggal 10 februari 1992 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dengan Duta Besar Republik Korea, mengenai Pengiriman Tenaga Volunteer Repiblik Korea ke Republik Indonesia.

2. Surat Sekretaris Jendral Depdiknas kepada Duta Besar Republik Indonesia Korea, nomor : 041892/A/A7/LN/2001, tanggal 16 April 2001, tentang: Status Menteri Negara Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet RI

3. Surat Atase KOICA kepada Direktur Tenaga Teknis, nomor: KOICA/01/486 tanggal 12 September 2001, tentang : Penjelasan mengenai Exchange Note No. D-0027/92/34 tanggal 10 februari 1992 yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri RI dengan Duta Besar Republik Korea, mengenai Pengiriman Tenaga Volunteer Repiblik Korea ke Republik Indonesia
.

Gambaran keadaan tersebut telah menimbulkan ketertarikan tersendiri untuk dikaji dan diteliti labih lanjut, terutam adalam menelaah fenomena kerjasama bilateral dalam konteks kerjasama internasional antara Indonesia dengan Korea Selatan, serta berbagai keuntungan yang dapat dimanfaatkan oleh kedua belah pihak.. Proses dan hasil penelitian menganai hal tersebut dituangkan dalam skripsi dengan judul berikut : “PERANAN KOREA OVERSEAS VOLUNTEER (KOV) DALAM MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN DI INDONESIA”.

B. Identifikasi Masalah


Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dan kendala pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu proses pendidikan Indonesia?

2. Program apa saja yang dilaksanakan oleh Korea Overseas Volunteer (KOV) , sebagai bentuk dari kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan, dalam kerangka meningkatan mutu proses pendidikan Indonesia?

3. Sejauh mana keberhasilan dan kontribusi dari program KOV dalam meningkatan mutu proses pendidikan di Indonesia?

4. Kendala apa yang dihadapi KOV dalam menjalankan peranannya untuk meningkatan mutu proses pendidikan di Indonesia?

1. Pembatasan Masalah

Karena luasnya permasalahan yang harus diteliti, maka penulis membatasi permasalahan dengan menitikberatkan pada permasalahan mengenai Pengiriman Tenaga Volunteer Republik Korea ke Republik Indonesia serta peranannya dalam meningkatkan mutu proses pendidikan menengah di Indonesia dengan kurun waktu penelitian dari tahun 2002 sampai tahun 2005.

2. Perumusan Masalah

Untuk memudahkan dalam menganalisa permasalahan yang berdasarkan pada identifikasi dan pembatasan masalah, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana upaya meningkatkan mutu pendidikan Indonesia dengan adanya Korea Overseas Volunteer sebagai bentuk program kerjasama pendidikan antara Departemen Pendidikan Nasional dengan KOICA ?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan :

a. Untuk mengetahui upaya dan kendala pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan Indonesia.

b. Untuk mengetahui program-program yang dilaksanakan oleh Korea Overseas Volunteer (KOV) , sebagai bentuk dari kerjasama antara Indonesia dengan Korea Selatan, dalam kerangka meningkatan mutu pendidikan Indonesia.

c. Untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kontribusi dari program KOV dalam meningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

d. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi KOV dalam menjalankan peranannya untuk meningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

2. Kegunaan :


Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar kesarjanaan (S1) Hubungan Internasional.

b. Menambah pengetahuan penulis akan pentingnya nilai dari sebuah kerjasama internasional dalam mengatasi permasalahan negara berkembang terutama dalam bidang pendidikan.

c. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat adaptasi dan adopsi sistem pendidikan Indonesia terhadap perkembangan pendidikan dunia dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan Indonesia.

d. Sebagai referensi tambahan bagi penelitian yang sejenis.

D. Kerangka Teoritis dan Hipotesis

1. Kerangka Teoritis

Studi hubungan Internasional merupakan studi tentang interaksi antar negara. Setiap negara memiliki motivasi dan prioritas tertentu yang ingin dicapai melalui hubungan dan interaksi dengan negara-negara lain, maka perlu dikemukakan beberapa pendapat dari ahli atau pakar Hubungan Internasional. Seperti yang dikemukakan oleh Trygive Mathisen terjemaahan Suwardi Wiraatmadja dalam bukunya yang berjudul “Methodology in the Study of Internasional Relations”, bahwa Hubungan Internasional mempunyai arti :“Semua aspek Internasional dari kehidupan sosial manusia dalam arti semua negara dan mempengaruhi tingkah laku yang terjadi atau berasal disuatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku manusia di negara lain.”

Sedangkan pengertian Hubungan Internasional menurut K.J Holsti terjemaahan Wawan Juanda dalam bukunya “Politik Internasional Suatu Kerangka Analistis” menunjukan bahwa Hubungan Internasional meliputi interaksi antara pemerintah (state actor) maupun warga negara (non state actor) dalam sistem internasional sebagai berikut:

“Hubungan Internasional berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat negara-negara, baik yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh warga negara. Pengkajian Hubungan Internasional, termasuk pengkajian terhadap politik luar negeri atau politik internasional, dan meliputi segala hubungan diantara berbagai negara meliputi dunia kajian terhadap lembaga perdagangan internasional, transportasi, komunikasi, dan perkembangan nilai-nilai dan etika internasional”

Dimana dalam melakukan sebuah interaksi antar negara-negara di dunia, dibutuhkan sebuah wadah yang secara mendasar memiliki fungsi sebagai fasilitator untuk tercapainya sebuah tujuan dari suatu negara.

Teuku May Rudy dalam bukunya “Administrasi dan Organisasi Internasional”, memaparkan pengertian tentang organisasi internasional, sebagai berikut: 

“Pola kerjasama yang melintasi batas-batas negara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau di proyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembaga guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan dan disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah, maupun antara sesama kelompok non pemerintah pada negara yang berbeda.” 

Sementara menurut Jack L Plano dan Roy Olton yang diterjemahkan oleh Wawan Djuanda dalam buku “Kamus Hubungan Internasional” , bahwa makud dan organisasi internasional adalah : “Organisasi internasional adalah merupakan sebuah struktur atau lembaga yang resmi yang melintasi batas negara yang berfungsi sebagai salah satu mekanisme yang menunjang diantara kerjasama diantara negara-negara dalam bidang keamanan, sosial, ekonomi, atau bidang-bidang lainnya yang berhubungan.”

Konsep peranan yang dikemukakan oleh K.J Holsti adalah sebagai berikut:

“Konsep peranan bisa dianggap definisi yang dikemukan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum;keputusan, komitmen, aturan dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga merefleksikan kecenderungan pokok, kekhawatiran setiap sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik, geografis dan ekonomi.”

Menurut disiplin ilmu organisasi internasional, ada tiga katagori peranan dari organisasi internasional, yaitu :

1. Sebagai instrumen, organisasi internasional digunakan oleh negara-negara anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu berdasarkan tujuan politik luar negerinya.

2. Sebagai arena, merupakan tempat bertemu bagi anggota-anggotanya untuk membicarakan dan membahas masalah-masalah yang dihadapi.

3. Sebagai aktor, organisasi internasional dapat membuat keputusan-keputusan sendiri tanpa dipengaruhi oleh kekuasaan atau dari luar organisasi.

Sedangkan fungsi organisasi internasional menurut Bennet A. Le Roy adalah :

1. Menyediakan hal-hal yangdibutuhkan bagi kerjasama yang dilakukan antar negara dimana kerjasama ini menghasilkan keuntungan yang besar bagi seluruh bangsa.

2. Menyediakan banyak saluran-saluran komunikasi antar pemerintah sehingga ide-ide dapat bersatu ketika masalah muncul ke permukaan.

Hal ini diperlukan untuk melihat apakah organisasi internasional tersebut ikut aktif berperan dalam suatu peristiwa atau mereka hanya sekedar menjadi instrumen pencapaian tujuan bagi aktor lainnya. Tujuan dan aktivitas yang dilakukan oleh organisasi internasional manunjukan makna sesungguhnya pembentukan suatu organisasi dan menunjuk pada kegiatan apa yang harus merupakan.

Dapat disimpulkan bahwa hubungan yang dilakukan menyangkut aspek-aspek kehidupan sosial manusia, dimana salah satunya adalah aspek pendidikan. Jadi pernyataan-pernyataan diatas berusaha untuk memberikan, gambaran yanhg jelas , mengenai hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa di bidang pendidikan yang dapat membentuk kerjasama pendidikan antar bangsa/negara.

Untuk meningkatkan hubungan bilateral antara negara-negara maka diperlukan suatu kerjasama internasional yang baik dan adanya saling pengertian dan dalam konstelasi hubungan internasional dewasa ini merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh setiap negara untuk menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan kedaulatan dan hak-hak dari negara lain.

Salah satu bentuk kerjasama adalah kerjasama internasional. Kerjasama internasional merupakan suatu interaksi antara dua bangsa atau lebih dimana dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada lingkungan internasional berdasarkan kepentingan berbagai bangsa. Dengan meningkatnya kerjasama internasional diberbagai bidang menendai meningkatnya sistem hubungan internasional yang dinilai fenomena yang wajar karena semakin disadari banyaknya masalah-masalah yang harus ditanggulangi dalam masyarakat internasional. Kerjasama ini pada dasarnya bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang berlangsung diberbagai bidang.

Perngertian kerjasama internasional menurut K.J. Holsti dalam bukunya Politik Internasional Suatu Kerangka Analistis yang diterjemahkan oleh Wawan Juanda antara lain : “Kerjasama dilakukan oleh pemerintah yang saling berhubungan dengan mengajukan alternatif pemecahan, perundingan atau pembicaraan mengenai masalah yang dihadapi, mengemukakan berbagai bukti teknis untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian atau saling pengertian yang memuaskan bagi semua pihak.”


Kerjasasama internasional antara pihak pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh Korean Overseas Volunteer dengan pemerintah Indonesia dalam bidang pendidikan merupakan sebuah usaha timbal balik dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Hal ini diangap sebagai sebuah keharusan karena dalam penyelengaraan hubungan dan kerjasama internasional akan membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berpendidikan.

 Adapun definisi pendidikan menurut John Dewey dalam bukunya Ilmu Pendidikan adalah sebagai berikut: “Pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional kearah alam dan sesama manusia.”

Sedangkan pengertian pendidikan menurut Samilah dan Sudarsono dalam bukunya Sistem Pendidikan Nasional, sebagai berikut: “Pendidikan mengandung arti semua perbuatan atau kegiatan usaha seseorang dalam melaksanakan tugasnya untuk mengalihkan pengetahuan, pengalaman, kecakapan serta kemampuan terhadap orang lain dalam hubungannya dengan peningkatan pengetahuan dan informasi.”

Redja Mudyahardjo memberikan pengertian pendidikan dalam buku Pengantar Pendidikan dengan tema Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, sebagai berikut: “Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terpogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal dan informal di sekolah dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi pertimbangan kemampuan-kemampuan individu, agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.”


Sedangkan pendidikan nasional menurut Redja Mudyahardjo adalah sebagai berikut, “ Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945”. Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional No.20 tahun 20003 menyatakan bahwa Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan zaman.”

Adapun menurut H. Mappa Nasruh (Atase Pendidikan dan Kebudayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia) dalam buku “Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara”, yaitu sebagai berikut: “Proses pembaharuan pendidikan Indonesia sedang bergerak dari arah manajemen yang lebih bersifat sentralisasi ke bentuk yang lebih menuntut otonomi melalui manajemen desentralisasi.”


Sebagai realisasi bentuk kerjasama pendidikan antara Korea Selatan dengan Indonesia maka program KOV diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. 


Adapun peraturan yang mengatur pelaksanaannya tertuang dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 BAB XVIII pasal 65 tentang Penyelegaraan Pendidikan oleh Lembaga Negara Lain, sebagai berikut :

“ (1) Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sdama dengan lembaga pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dan pengelola warga negara Indonesia (3)Kegiatan pendidikan yang mengunakan sistem pendidikan negara lain yang diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. “

Sedangkan pengertian dari Manajemen Pendidikan dipaparkan oleh Prof. DR. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed, dalam bukunya Manajemen Pendidikan Nasional, sebagai berikut : “Manajemen sisdiknas (sistem pendidikan nasional) merupakan suatu proses sosial yang direkayasa untuk mencapai tujuan sisdiknas secara efektif dan efisien dengan mengikutsertakan, kerja sama, serta partisipasi seluruh masyarakat.”

Perkembangan manajemen pendidikan di tingkat lembaga pendidikan menengah baik umum maupun kejuruan dewasa ini adalah dengan pembentukan  Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Standar Internasional yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Standar Nasional Pendidikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, bahwa : “ Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem kependidikan di seluruh wilayah hukun Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
 

Sedangkan yang dimaksud dengan Standar Proses Pendidikan adalah “ standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pasa satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.”

Standar Nasional Pendidikan mencakup semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan termasuk pendidikan formal menengah umum maupun kejuruan. Yang dimaksud dengan pendidikan menengah dalam Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut : “Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan kejuruan dengan berbentuk : Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliayah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.”

Asumsi

1. KOV merupakan salah satu usaha dari pemerintah Indonesia dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui kerjasama bilateral dengan pemerintah Korea Selatan

2. Keberhasilan KOV akan ditentukan oleh optomalisasi pelaksanaan program-program KOV di lapangan.

3. Peranan KOV sesuai dengan kebutuhan pendidikan nasional Indonesia sehingga akan membantu dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

2. Hipotesis


Berdasarkan kerangka teoritis yang telah diuraikan diatas, maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut : “Apabila Korea Overseas Volunteer (KOV) dapat melaksanakan programnya secara maksimal, maka akan tercipta peningkatan mutu proses pendidikan menengah di Indonesia ditandai dengan adopsi penyelenggaraan pendidikan di tingkat pendidikan menengah.”

3. Operasional Tabel dan Indikator


Untuk membantu dalam proses menganalisa penelitian, maka penulis membuat suatu definisi operasional tentang konsep diatas, yaitu :

	Variabel dalam hipotesis
	Indikator (empirik)
	Verifikasi (Analisis)

	1.Variabel bebas:

Apabila Korea Overseas Volunteer (KOV) dapat melaksanakan programnya secara maksimal
	1.Kesepakatan telah beroperasinya KOV di Indonesia

2.Pendayagunaan tenaga KOV oleh lembaga pendidikan Indonesia

3.Fungsi dan tujuan KOV dalam membantu penyelenggaraan proses pendidikan di Indonesia
	1.Data (fakta dan angka) mengenai kesepakatan telah beroperasinya KOV di Indonesia

2.Data (fakta dan angka) mengenai Pendayagunaan tenaga KOV oleh lembaga pendidikan Indonesia

3.Data (fakta dan angka) mengenai fungsi dan tujuan KOV dalam membantu penyelenggaraan proses pendidikan di Indonesia

	2. Variabel terikat:

Maka akan tercipta peningkatan mutu proses pendidikan menengah di Indonesia ditandai dengan adopsi penyelenggaran pendidikan di tingkat pendidikan menengah
	1.Pengembangan Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Standar Internasional 

2.Perubahan sistem pembelajaran di tingkat pendidikan menengah menjadi global oriented

3.Upaya kesetaraan taraf kualitas proses pendidikan di Indonesia dengan Korea Selatan
	1.Data (fakta dan angka) . Pengembangan Sekolah Standar Nasional dan Sekolah Standar Internasional 

2.Data (fakta dan angka) mengenai Perubahan sistem pembelajaran di tingkat pendidikan menengah menjadi global oriented

3.Data (fakta dan angka) mengenai upaya kesetaraan taraf kualitas proses pendidikan di Indonesia dengan Korea Selatan


4. Skema Kerangka Teoritis
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Keterangan :

KOICA : Korean Internasional Coorperation Agency

KOV : Korean Overseas Volunteer

DEPDIKNAS : Departemen Pendidikan Nasional

SISDIKNAS : Sistem Pendidikan Nasional

Gambar 1 Skema Kerangka Teoritis
E. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1. Tingkat Analisis

Tingkat analisa korelasionis, yaitu yang unit eksplanasinya dan unit analisanya pada tingkatan yang sama. Hal ini dikarenakan unit eksplanasi, yakni peranan KOV, mempunyai porsi analisa serta pembahasan yang sama dengan unit analisanya, yakni peneningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara atau langkah-langkah yang ditetapkan guna melakukan pengkajian terhadap masalah yang bertujuan untuk mencari jawaban dan cara pemecahan berdasarkan data yang dihimpun. Untuk keperluan penelitian ini penulis menggunakan penelitian dengan menggunakan:

a. Metode Penelitian Deskriptif 

Suatu metode yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa dan kejadian yang ada. Metode deskriptif merupakan metode yang berusaha mengumpulkan, meyusun, menginterprestasikan data yang kemudian diajukan dengan menganalisa data tersebut atau menganalisa fenomena tersebut, serta untuk melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lainnya. Metode ini digunakan untuk menjelaskan peranan Korea Overseas Volunteer serta keterkaitannya dengan meningkatan mutu pendidikan Indonesia.

b. Metode Penelitian Historis

Metode yang digunakan dengan maksud mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu, dimana keabsahan metode ini ditentukan oleh sumber dan keakuratan data dalam membuat interprestasi data sesuai dengan makna yang terkandung didalamnya. Metode yang merupakan penyelidikan kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan yeng terdapat kaitannya dengan permasalahan yang dihadapi. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan latar belakang keberadaan Korea Overseas Volunteer di Indonesia serta perkembangan pendidikan di Indonesia dalam kurun waktu tertentu.

3. Teknik Pengumpulan Data

Studi Kepustakaan. Teknik ini dilakukan baik secara library research mauapun internet research untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji, yang dilaksanakan dengan maksud untuk memperolah data-data pendukung yang berfungsi sebagai tinjauan guna mendukung data-data primer yang diperolah dari objek penelitian.

F Lokasi dan Lamanya Penelitian

a1. Lokasi Penelitian


Penelitian ini mengambil lokasi di beberapa lembaga yang berhubungan erat dengan masalah yang diajukan penulis. Adapun lembaga-lembaga tersebut adalah sebagai berikut:

1. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia

Jl. Taman Pejambon no. 4 (EX. BP 7), Jakarta Pusat

2. Kedutaan Besar Republik Korea Selatan

Jl. H.R. Rasuna Said. Kav. X-5, Kuningan, Jakarta 12950 
P.O. Box 5003 JKTM Jakarta 12050

3. Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Jl. Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta.

4. Kantor KOICA untuk Indonesia

Jl. H.R. Rasuna Said. Kav. X-5, Kuningan, Jakarta 12950 
P.O. Box 5003 JKTM Jakarta 12050 telp. (021) 5227771

5. Center for Strategic International Studies

Jl. Tanah Abang III no. 27, Jakarta.

6. Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi Plus Padjajaran Sukabumi

Jl.  Cemerlang KM.04 Kota Sukabumi

2. Waktu Penelitian


Penelitian ini dilakukan dalam waktu delapam bulan dimulai pada bulan April 2005 sampai dengan Desember 2005.

3. Tabel Rencana Penelitian

� Chan & Sam, Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah (Jakarta :PT Raja Grafindo Persada, 2005). hal 20


� Andrias Harefa, Menjadi Manusia Pembelajar (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2000). hal 145


� H.A.R. Tilaar. Membenahi Pendidikan Indonesia (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm 20


�. UNESCO, Integrated Framework of Action on Education For Peace, Human Right and Democracy, (Genewa : UNESCO, 1994), hlm.2


� Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (Jakarta: CV Mini Jaya Abadi, 2003) hlm 5


�.Amich Alhumami, “Pendidikan dan Pembangunan Ekonomi” 2002 dalam http://zkarnain.tripod.com/AMICH.HTM, diakses 5 Juni 2005


�. Suyanto, “Merefleksikan Persoalan Pendidikan Nasional” 2002 dalam http://www.polarhome.com/pipermail/nusantara/index10.982., diakses 1 juni 1005. 


� “Education in South Korea” dalam � HYPERLINK "http://en.wikipedia.org/wiki/Education_in_South_Korea" ��http:// en.wikipedia. org/ wiki / Education_ in_South_Korea� diakses tanggal 4 mei 2005





� Pedoman Pelaksanaan Program KOV di Indonesia (Jakarta: Pokja KOICA Ditjen Diklusepa, 2003) hal 1


� ibid hlm 2


�. Suwardi Wiraatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional (Surabaya:Pustaka Tinta Emas,1970) hlm.7


�. K.J Holsti, Politik Internasional suatu Kerangka Analisis (terjemahan Wawan Juanda)


(Bandung: Bina Cipta, 1987), hlm.23-24.


�. T.May Rudi, Administrasi dan Organisasi Internasional (Bandung: Refika, 2002), hlm.3


�. Jack..C.Plano.Roy.Olton, Kamus Hubungan Internasional (Jakarta:CV.Putra Abardin, 1987), hlm. 52


�. K.J. Holsti Op.Cit, hlm 159.


�. Clive Archer, Internasional Organizations (London: Allen and Unwin ltd, 1983), hlm, 130-147


� . Bennet A. Leroy, Internasional Organization: Principles and Issues, (New Jersey: Prentice-Hall. Inc, 1995) hlm, 22


�. K.J Holsti,. Op.Cit. hlm 65


�. John Dewey, Ilmu Pendidikan (Jakarta: Bina Cipta, 1991) hlm.30


�. Samilah dan Soedarsono, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1994) hlm.21


�. Redja Mudyahardjo, Sebuah Studi Awal Tentang Dasar-dasar Pendidikan Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia (Bandung: Bina Cipta, 2001) hlm. 5


�.Ibid. 


�.Agustiar Syah Nur, Perbandingan Sistem Pendidikan 15 Negara (Bandung Lumbuk Agung, 2000) hlm.6


�.Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 (Jakarta: CV Mini Jaya Abadi, 2003) hlm 23


�. H.A.R. Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 1992) hal.27
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� Ibid. hal.2


� Ibid. hal. 104





PAGE  

